
.;...,,r 
BUPATI BARITO UTARA 

PROVlNSI KALIMANTAN TENGAJ-l 

PERATlJRAN DAERAH KABlTPATEN BARITO UTARA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BlJPATI BARITO UTARA, 

Menimbang a. bahwa anak merupakan Arnanab clan Kan.ln1a Tuhan Yong 

Mengingat 

Maha Esa. dunana di doJam dirinya mclckat harkat dan 
mart.abet manusia scutuhnya, scrta mcrupakan tunas bangsa 
dan gcnerasi penerus cits-cit.a pcrjuangan bangsa yang pcrlu 
mendapat kescmpatan scluasnya unruk terpenuhi haknya, 
ya.kru hak hidup, hale tumbuh kembang, hak pcrlindungan dan 
hak partisipasi scrt.a mcnJalankan h1dupnya sccara waJar; 

b. bahwa anak merupakan potcnsi bangsa bagi pembangunan 
nasional, untuk itu pembmaan dan pengembangannya perlu 
dllakukan sedini mungkln dengan menyusun kebijakan yang 
berpihak pada kepentingan anak selungga diperlukan upaya 
stratcgis untuk menciptakan rasa amen, ramah, bersahabat dan 
mampu membcrikan pcrlindungan kepada anak meloJui 
Kebijakan Pcmerintah Knbupaten di dalnm Pcnyclcngga.rann 
Kabupaten Layak Annk~ 

c. bahwa Indonesia yang telab meratifiknsi konvensi hnk anak 
melaJui Keputusan Prcsiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
pengesahan konvensi tcnr.ang Hak-hak anak, bcrkewaJiban 
untuk membuat \angkah-langl<ah yang d1peTlukan bagi 
peningkatan kcscjahternan anak dan pemcnUhan hak anak; 

d . bahwa bcrdasarkan pert:imbangan scbap.unana dimak.sud 
dalam buruf a , huruf b. dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Oaerah tcntang Pcnyelcnggaraan Kabupatcn La.yak 
Arulk, 

I. Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
ladoncsm Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tcntang 
Pembentukan Oacrah Tingakt 11 di Keltmantan (Lembaren 
Negara Republik Indonesia Tnhun 1959 Nomor 72, Trunbnhan 
Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1820) scbagaimana 
telah bcbcrapa kali d1ubah tcrakhir dengan Undang-Undang 



Nomor 8 Tahun 1965 tenumg Pembcntukan Dacrah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 t.ent.ang penetapan Undang- Undang Dan.amt Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembcntukan Daerah Tmgakt II d1 
Kalimatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I , 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesui Nomor 30191 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor I 
Tahun 1974 tcntang Perkawman (Lembaran Negara Republlk 
lndooes.ia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republlk lndonesia Nomor 6401); 

4 . Uodang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kcscjaht.eraan 
Anak (Lembaran Negam Repubhk lndonesm Tahun 1979 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3143): 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 c.entang Hnk Asasi 
Manusia (Lemba.ran Negara Republik lndones1a Tabu:n 1999 
Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pcrlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tembahan Lembaran Negara Republik lndonCSJa Nomor 
4235) sebagaimana telab diubah beberapakali terakhir dengn.n 
Peraturan Pemerintah PcngganU Undang-Undang Nomor I 
Tahun 2016 retang Perubahan Kedua at.as Undang-Undang 
Nomor 23 Tabun 2002 tentang Pcrlindungan Anak (u:mbara.n 
Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 99, Tambaban 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882), 

7 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
{Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor- 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4279); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Lentang Administ.rasi 
Kependudukan (u:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubbk 
Indonesia Nomor 4674} sebagaimaoo telah diubah dcngan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang ~ru.ba.ha.n aras 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Lcntang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, Ta.mbahan u:mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

9 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnforma.si dan 
Transaks1 Elcktronik (u:mbaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843); 



10. Undang-Uodang Nomor 11 Tahun 2009 tent.ang Kescjahteraan 
Sosial (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambo.han Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 
4967), 

11 . Undaog-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

12. Undang-Undnng Nomor J 1 Tabun 2012 tentang SisLem 
Pt-radllan Pidana An.all: (Lcmbaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5332); 

13. Uodang-Undaog Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmenntahan 
Daerah fLemba.m.n Negara Republik lndone:'lla Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembarao Negara Rcpubllk Indonesia 
Nomor 5587) sebl!gaimana Lelah beberapa kab diubah Lerakhir 
denga.o Undaog-Undaog Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tcntang Pcmerintahan Daerah (Lembamn Negara Re-pubhk 
lodone-sia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679}; 

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan 
Couention on The Rights of The Child (Konvensi ten tang Hale-Hale 
Anak) (Lemba.m.n Negara Re-publik Indonesia Tahun l9QO Nomor 
57); 

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Pcrlindungan An.all: Republlk Indonesia Nomor OJ Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu 
Bagi Pcrempuan dan Anak Korban Keke-rasan (Bente Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 

t6. Peraturan Menteri Negara Pembcrdayaan Percmpuan dan 
Pcrlindungao Anak Republlk Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 
lcotang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Ana.k 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Percrnpuan dao 
Pcrlindungan Anak Republik Indonesia NomoT l2 1'ahun 20l l 
Leniang lndiketor Kabupatcn/Kota Layak Anak (Belita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169); 

18. Peraturan Menteri NegJUll Pemberdayaan Pcrempuan clan 
Pcrllndungan Anak Republik lndones.ia Nomor 13 Tahun 2011 
tent.ang Pa.nduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 
(Serita NegJUll Republik lndonesl8 Tahun 201 l Nomor 170); 

19. Peraluran Menleri Negara Pembercuzyaen Pen:mpuan don 
Perlinduogan Anak Republlk Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Panduan EvaJuasi Kabupat.en/Kota Layak Anak (Senta 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171 ); 

20. Petaruran Oaerah Kabupaten Barito Ut.ara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembenrukan dao Susunan Pemngkat Daerah 
Kabupaten Barilo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bento 
Ut.ara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembamn Daerah 
Kabupatcn Barito Utara Nomor 6); 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKU.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTA.RA 

clan 
BUPATI BARITO UTARA 

MEMUTUSKAN • 

Mcnetapkan : PERA'T'URAN DAERAH TENTANO PENYELENOGARAAN KABUPATEN 
LAY AK ANAJ{. 

BABI 
KET£1'TUAN UIIUII 

PasaJ I 
Dalam Peraturan Dacnlh ini yang d1mak:s111i dcngan: 
I Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. 
2. Bupati adaJah Bupati Barlto Utara 
3. Pemennlah Kabupal.CD adeleh Pcmcrintah Kabupatcn Barito Utara. 
4 Pc.ra.ngkat Daenlh yang selB.OJutnya rlisingkat PD adaJah Perangkat Daerah 

Kabupaten Barlto Utara, 

5. Anak adalah scseorang yang bclum bcrusia 18 Tahun tcnnosuk anak yang 
masih daJam kandungan yang berdomislll di Kabupaten Barlt0 Utara dengan 
memiliki catatan sipil dan admmistrasi kepcndudulcan dari Pcmerintab 
Kabupaten. 

6 . Hak soak adalah bagian clan h.ak asasi manusia yang wajib dijamin, dllindungi 
dan dipcnuhi oleh orang tua, keluarga. masyarakat, negara, pcmcrintah clan 
pemerintah kabUpaten. 

7. Layak Anak arlelab kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat 
sarans dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa schingga memenuhi 
pcrsyaratan minimal untuk kepcntingan tumbub kembang anak secara seb.at 
dan waJor, tidak mengandung unsur yang mernbahayakan anak. 

8 . Kabupaten La.yak Anak yang selanjumya disingkat KI.A edalab Kabupatcn yang 
mempunyai sistem pc:mbangunan berbas1s hak anak rnelalu• pengio•egrasian 
komit.men clan sumberdaya pcmcrinlah, masyarakat dan dunia usaha yang 
terencana seeara menycluruh dan berkclanjutan dalem kebijakan, program dan 
kcgiatan untuk menJamm tcrpenuhinya hak anak. 

9. lodikator KLA adalah variabel yang mcmbantu dalam mcngukur don 
memberilmn nilai terhadap pemerinlah kabupatcn dalam meogupayakan 
terpcnuh1 hak anak untuk terwuJudnya KL.A 

10. Pcnyelenggaraan KLA adaJah scrangkaian kegiatan pcmbangunen dao 
pclayanan publik untuk pcmenuhan hak anak yang Y."Bjib discdialcan 
Pcmenntah Kabupaten secara terintegrasi di daJam merencanakan, 
menganggJU"kan, melak:sanakan dan mcngevaluasi setiap kebiJakao, program, 
kegia.t.an unruk meocapaJ indlkator Kabupa.i.en Layak Ana.le. 

l J. Ougus Tugas KLA ade!ah 1.embaga Koordinelif di tingkat lmbupaten yang 
mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kcgiatan untuk mewujudk:an KLA. 

12. Rencana Aksi Daerah Pcngcmbangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-Kl.A 
edalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan unruk 
mewujudkan KLA. 



13. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah S1tuasi anak yang 
telah terpenuha hak keschatan dan kcsejahtcraannya, yang wajib disediakan 
oleh Pcmcrintah Kabupateo di dalam pembangunan dan pclayunan melalui PD 
terka.it sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyclcnggam KI.A 

14. Pcmenuhan Hak Pendidikan dan Budayu Anak adalah Situesi ana.k yang 
terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh 
Pemerintah Kabupaten d1 dalam pembangunan dan pclayanan melalui PD 
tcrka.il sesuru dengan bidang urusannya aebogaj Penyelcnggam KLA. 

15. Pcmenuhan liak Pengasuhan Anak dan Llngkungan Keluarga adalah Sltuasi 
anak yang terpenuhi hak penga.suhan dan ling)oaogan kcluarganya, yang wajib 
disediakan oleh Pcmcrintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pclayanan 
melalui PD terkait sesuru dcngan bidang urusannya seba.gai Penyelenggara Kl.A. 

16. Pcmenuhan Hak Pcrlindungan Khusus Anak adalah Siluasi anak yang 
terpcnuhl hak atas pcrlindungan khususnya, yang wajlb dlsedlakan oleh 
Pemerinlah Kabupaten dl delam pe:mbangunan dan pclayunan melalui PD 
terkait sesuai dcngan bidang urusannya sebagal Pcnyclenggarn KLA. 

17. Pusat Krisis Anak adalah Jembaga yang r:nemberikan pclayanan-pelayanan 
identiJikasi, pcnyclrunatan, rchabiliw.si dan reintegrasi terhadnp a.oak dan 
terutama kepada anak yang berhadapan dcngan hukum, anak daJam situas1 
beocana/ darurat, anak yang mengalami cksploitas1, a.oak yang mengala.mi 
tindakan kekcrasan. 

18. Keluarga Ramah Anak adalah gerakan sosiaJ masyarakat yang mclibatkan 
Pcmerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua den keluarga dalam 
memberikan pcnanpnan anak dan terutema anak scbagaj aklbat bcrkonfilk 
dcngan hukum, cksploitasl, pcnanganan yang salah, pcnc:lantaran, lindak 
kekc:rasan. 

19. SekoJab Ramah Anak adalah gerakao sosta.l masyarakal yang mcllbatkan 
Pemerintah Kabupatcn dan sumber daya berbasis lcmbaga pendidikao clan 
sekolah di dalam memberikan pcnanganan anak dan terutama anak yang 
bcrhadapan dcogen hukum, cksploit.aBi, pe:nanganan yang salah, pe:nelantaran, 
Lindakan kekerasan. 

20. Rukun Warga Ramah Anal< adalah Gcrakan sosial masyarakat yang melibatkan 
Pemcnntah Kabupaten dengan sumbcr daya bcrbasis masyarakaL Lingkat 
Rukun Tctangga dan Rukun Warga dalam rnem.berikan penangeoan anak dan 
tcruuuna anak yang bcrhadapan dengan hukum, eksploitas1, peoangenan yang 
salah, pcnelantaran, tindakan kckerasan. 

21. Swasta adalah orang atau Sadan yang bergerak daJam bidang usaha bisnis 
maupun usaha sosial. 

22. Forum Partasipasi Anak adalah organisasi sos.ial yang mewakili suara dan 
parusipasi anak yang bersifat indcpendcn dan tidak bemfiliasi kcpeda 
organlsasi polltik. 

23. Orang Lua adalah ayah den/at.au ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, 
acau ayah dan/atau ibu angkaL 

24. Weli adalah orang atau baden yang dalam kenyataannya mcnJalankan 
kekuasaan asuh Orang Tua terhadap anak. 

25. Keluarga adalah unH te.rktcil dalam masya.rakat yang tcrdiri atas suami istri. 
atau suam1 1stri dan anaknya. atau ayah clan anak:nya, atau ibu dan anaknya, 
atau kelurga sedarah dalam garis lurus kc ates atau kc bawah sampai dengan 
derajat ke llga. 



26. Masyarakat adalah pcrseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ 
atau organisas1 kemasyarakat.an yang ada di Kabupat.en Barito Utam. 

27. Perlindungan Anak adalah segala kcgiaum untuk menjamin den mclindungi 
anak clan hak-haJcnya agar dapat b1dup, tumbuh, berkcmbang dan 
berparn.s.ipasl scc.ara optimal sesuai dengan harkat dan ma.rtabat kemanus1aan 
scrta mendapat pcrlindungan dari kckerasan clan diskriminasi 

28. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pclayanan 
lcepeda anal< secara lengkap clan terpadu dengan tctap mempcrhatikan 
kcbutuhan anak. 

29. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sclanjutnya disingkat ABH adalah 
anak yang berkonOik dengan hukum, anak yang menjadi korban undak pidana, 
dan/ar.au anak yang mcojadi saks:l tindak pidana. 

30. NarkotilCB. Alkohol, Psikoa-opika dan Zal Adiktif yang selanjutnya disingkat 
NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempcngaruhi kondisi kcjiwaan/pslkologi 
seseorang balk pikiran, pcrasaan maupun perilaku sens dapat menunb11Jkan 
ket.crgantungan plSik dan psikologi. 

BABD 
A8A8 

Pasal 2 
Pcnyc:lenggaraan Kl.A oleh Pemerintah Kabupaten iru berazaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 scrt.o prinsip-prinsip dasar yang terronnun daJnm 
konvcnsi hak anak melipuu. 
a. non diskrirniaasi; 
b. kepenllngan terba.ik bagi anak; 
c. hale unruk hidup; 
d . kclangsungun hidup dan perkembangan anak; ,tan 
e. penghargaan tcrhadap pandangan anak. 

BABm 
TU.JUAN DAN PRINSIP 

Bagian Kcsatu 
TuJUan 

Pasal 3 
(II Peratunm Pcnyelenggaraan Kl.A bertujuan untuk menJadJ acuan 

Penyclengga.raan Kl.A 

(2) Penyelcnggaraan Kl.A oleh Pcmcrlntah Kabupatcn dlmaksudkan unruk: 
a . mcnjamin cerpenuhmya hak anak agar dapat hidup, lumbuh, berkcmbang 

dan berpartisipasi sccara optimal sesuai dcngan harkaL dan martabat 
kemanusiaan, demi letWUjudnya anak yang berkualitas, bcrakhlak muha 
den scjahtera; 

b. menjamm pemcnuhan hak anak di dalam rncnciptakan msa aman, ramah 
dan bersaha bat, 

c. mchndungJ anak dari ancaman permasalahan sosial dalrun kchidupannya; 
d . mengembangkan potcnsi, ba.kat dan lcrcati.vitas anak; 
e. mengopllmalkan peran dan fungs1 keluarga scbagai besis pendidikan 

pertama bagi anak; dan 



r. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi 
keburuhan dasar anak untuk tumbuh dan bcrkcmbang secara optJmal. 

Bagia.n Kcdua 
Prinsip 

Pasal4 
Kl.A yang diselenggarakan oleh Pemennrah Kabupatcn d.ilaksanakan bcrdasarkan 
pnnsip-prios1p yang mcliputi. 

a. tata pcmenntahan yang balk, yaiUJ transparansi, akuntobilitas, partis1pasi, 
kctcrbukaan mformas1 dan supermaS1 hukum, 

b. non diskriminasi, yaitu tidak me[Tlbedok:an suku, res, agama, jcnis kelamin, 
ba.ha.sa, paham pol.itlk, asal kcbangsaan, status ekonom1, kond1s1 fisik maupun 
pstkis anak atau faktor laumya. 

c kcpcntingan tcrbaik bogi anok, yaiu.1 menjadikan ha1 yang paling baik bagi anak 
scbagai pertimbangan utama dalrun sctiap kebijakan, program dan kegiatan; 

d . hak untuk hidup, ketangsungan hklup, dan perkcmbangan anak, yaitu 
mcnjam.in hak anak untuk hudup kclangsungan hidup dan perkembangan anak 
scmaksimal mungkin; dan 

c. pcnghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memaslikan 
bahwa setiap anak yang mero,lilci kemampuan untuk menyampaikan 
pendapatnya, dJbcrikan kcsempat:an untuk mengeksprcslkan pandangannya 
sccara bcbas lerhadar scgals sesuacu hat yang mempengaruhi duinya. 

BABIV 
BAK DAN KEWAJIBAN' ANAK 

Bagian Kesatu 
HakAnak 

PasaJ 5 
Hak asasi anak scbagaimana 1.ercantum dalam konvcnsi hak snok waj1b d1jarrun, 
dilindung, dan dipenuh.t olch pemcrintah Kabupaten dengan dukungan dari orang 
rua, kduarga, swasta, dan masyarakaL, mcliputi: 
a . hak sipil dan kebcbosan; 
b. hak l.tngkungan kclua.rga dan pengasuhan altematir; 
c. hak keschatan dan kesc;ahteraan anak; 
d. hak pcndidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegialan budaya· dan 
e. hale perlindungan khusus. 

Bagian Ked ua 
Kewajiban Anak 

Passi 6 
Setiap anak berkewajiban untuk 
a. menghonnali orang lu8, wall, guru, dan orang yang lebih tua di manapun 

bcrada; 
b. menjaga kchormatan diri, keluarga dan masya:rakat; 
c. mcncinlai keluarga, masyarakal dan menyayangj leman, 
d. mencintSJ canah rur, bangsa dan acgara scrta daerahnya; 
e menuna.ikan ibadah sesuai ajarnn agamanya: 



r. melaksaoakan elika dan alchlak yang mulia di manapun berada; 
g. melaksaoakan kewajiban belajar sesuat Lmgkat pendidikan; 
h . menjaga ketertiban, keamanan, kebennhan dan ketentraman lingkungan; dan 
i. bersikap mandiri dan kreatif sesuru potensi dan bakat masmg-masmg. 

BABV 
RUAl'IG LDIGKUP PEIIYELENGGARAA!f KLA 

Bagian Kesatu 
LayakAnak 

PasaJ 7 
11) KondiSl fisik sualu wilayah yang di dalam.nya teniapat sarans dan pmsarana 

yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyamtan minimal untuk 
kepentingan tumbllh kembang anak secara sebat dan wajar, tidak mengandung 
unsur vang membahayakan a.oak. 

(2) Kclayakan sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) berupa tnfraslruktur seperti 
jalan raya, jembatan, ttotoar, sarans tnmsponasi, tsman kota, lingkungan 
hidup yang biJau dan ketersediaan pemngkat hulcum yang mendulcungnya . 

(3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat 
Kelurahan/ Desa, Kecamat.an dan Kabupatcn sena dalam penyelenggaraan 
pelayana.n publlk, dl.Blltaranya di selnor pendidikan dan kcsehatan. 

PasaJ 8 
(1) Kclurahan/ Dcsa, Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud da1arn PasaJ 7 

ayat (3) men•pakan bagian dari Kl.A. 
(2) Kelurahan/ Desa, Kecamat.an Layak Anak sebagai bagian dan KL.A sebagaimana 

dimaksud pads ayat (I) berkewajiban dan berperan aktif daJam mewuJudkao 
KL.A di Kabupaten. 

(3) Kelurahan/ Desa, Kecamat.an t.ayak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(4) Kelurahan/ Desa Layak Anak ditetapkan d1sctiap Kecamata.n 
(5) Pcnctapan KcJurahan/Desa Layak Anak m.engacu pada indikalor 

Kelurahan/ Desa Layak Anak. 
(6) Tahapan peogembangan Kelurahan/ Dcsa t.ayak Anak meliputi . 

a. persia.pan : 

1. penggii.J.angan kcscpaka.tan para pemangku kcpentingan Kelurahan / Ocsa; 
dan 

2. pembentukan tim kerja/ gugus tugas. 
b. percncanaan : 

1. pengumpulan data da.sar dari informasJ permasa)Rhan anak clan potensi 
yang be.rkaitan dengan pengembangan Kclurahan/ Dcsa; dan 

2 . anallsls sltuasi anak. 

c pelaksaoaan kegiatao yang tclah disepakati sesuai pembagian tugas kerja 
atau gugus tugas dan tcn:uang dalam rencana aksi; 

d . pembinaan dilakukan da1am bentuk koordinasi. rasilitas1, konsultasi , 
pc.mantauan, evaJuas1 dan pelaporan Kelurahan/ Desa layak anak; 

e indikator Kelurahan/ Oesa Layak Ana.le sebagaimana d.lmaksud pads ayal (4) 
diatur lcbih Janjut dalam Peraturan Bupati. 



Bagian Kcdua 
Ramah Anak 

Pasal9 
(1) KondiSJ nonfisik suaru wilayah yang di dalamnya terdapat nilaa budaya, elika, 

sikap, dan pcrilaku mosyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan 
dan dilccmbangkan sedemildan rupa untuk memberikan rasa ~nang, nyaman 
dan gcmbira pada anak. 

(2) Kood1si non fisik sebagaimana dirnaksud pads ayat (ll di antaranya be:rupa: 
a. tata cara orang dcwasa dalam mcnghadapi dan mcmperlakukan anak seperu 

bcrtegur sapa, memberi salam; 
b. memi!ih dan mcnggunakan kata-kata bijak untuk anak; 
c. kebiasaan mcmuji anak; 
d . mengucapkan terima kasih; 
c. sabar dan lidak mcmalcsakan kchendak; 
r. mcndengarkan pendapat anak dengan seksama; dan 
g. memberi contoh hal-hal yang ba.tk dan positif. 

(3) Kond.isi non fisik scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksaoakan pada 
lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, keluarga dan penycleoggara 
pelayanan publik diaotaranya pads scktor pendidikan dan kesehatan. 

(41 Dalam mewujudkan kondi.s1 dan s.ituas, yang ramah anak make dilalrukan 
gemkan sosial kcmasyarakata.n peduli anal< dalam be:otuk Rulcun Warga l?erneb 
Anak. Rulrun Tetangga Ramah Anak, Kcluarga Ramah Anak, Selrolab Ramah 
Anak, Poliklioik Ramah Anak. Bidan Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan 
Rumah Sakit Ramah Anak. 

BABVI 
KJ'!I.&MBAGAAI'I KLA 

BagianKesatu 
Ougus Tugas KLA 

PasaJ 10 
( l) Pemcrintah Kebupatcn rnembe:ntuk Ougus Tugas KLA yang ditctapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(21 Ougus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) merupa.k.an lembaga 
koordinatif yang anggotanya terdiri dari . 
a. unsur eksckutif, legjslatif. dan yudikatif yang mem.b1dangi anak; 
b. perguruan tinggi; 
c. orgamsa.s1 non•pemeriotah; 
d. organ1sa.sl kepemudaan; 
c. dunia usaha, 
r. orang tua, keluarga; 
g. forum Anak atau nama laLO yang sejenis; den 
h . tokoh agama/ma5Yarakat/adat 

(3) Gugus rugas Kl.A sebil.galmena dlmaksud pede ayat (ll dikcrua1 oleh Kepala 
Pcrangkat Daemh yang membidangi urusan pemerintahan bidang pcn:ncanaan 
dan urusan pemerintahan bidang pcnelitian dan pengembaoga.n untuk 
mcnjalankan koordioasi dalam percncanaan pengembaogan Kl.A. 

(41 Ougus rugns Kl.A bertanggungjawab dalam penyclenggaraa.n ~ 



(5) 1'ugas pokok Gugus 1'ugas Kl.A sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah : 
a. mengkoordinasikan berbagai upaya pcngembangan KL.A, 
b. menyusun RAD Kl.A; 

c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunilcas1 pcngembo.ngan Kl.A; 
d melalcuk:an pcmantauao t.erhadap pclaksanaan kebijakan, program dan 

kcgiatan daJam RAD KLA; 
e. melakukan evaluasi setiap akhi.r tahun terbadap pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan daJam RAD Kl.A; da.n 
f. membuat laporan kepada Bupati. 

(6) Dalam mela.ksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas Kl.A sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi ; 
a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebija.kan, program dan 

kcgiatan terkruL pemeauhrui ha.k anak; 

b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesual dcngan RAD KI.A; 
dan 

c. membina dan melaksanak.an hubungan kcrjasama dengan pelaksaoa 
pengcmbangan KL.A di tingkat kecamatan dan dC$a dalam pen:ncanaan, 
penganggamn, pelalcsanaan, pemuntauan, evaluas1 dan pelaporan 
pelaksanaan pengembangan Kl.A di tingkat kecamatan dan desa. 

(7) Pemerintah Kabupaten dapat mendayagunakan wadah aiau lembaga terkai1 
yang sudah ada sebelumnya untuk benanggung jawab dan meajalankan rugas 
scrta fungsi sebagaimana dlma.ksud pada ayat (51 dan ayat (6). 

Bagian Kedua 
Sekret.ariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 

Pasal 11 
(1) Dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas ~ 

scbiigaimana dimalcsud dalam Pasal 10 aya1 (5) dan ayac 16) dibentuk 
sek.retariat Gugus Tugas ~ -

(21 Sekretariat gugus tugas Kl.A scbagaimana dimaksud pada ayat (l} 
berkedudukan di Dinas Pcngeodalian Pcnduduk, Keluarga Bcrencana dan 
Pcmberdayaan Perempuan dan Pcrllndungan Anal< Kabupaten Barito Utara. 

13) Pcmbent.ukan sekretanat gugus tugas KLA scbaga1maoA dirnaksud pada ayat (IJ 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BagianKetiga 
Pcningkatan Sumber Daya Manus1a Gugus Togas K~ 

PasaJ 12 
Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Ougus Tugas Kl.A, Pcmerintab 
Kabupatcn menyelenggarakan kegia1..an peningkatan kaµas1tns sumbe!" dnya 

manusia tent.ang Konvcnsi Hak Anak sccara berkala, bcrjcnjang scsual dengan 
kebutuhan. 

Bagian Keempa t 
RAD-KLA 

PasaJ 13 
(l) RAD-Kl.A disusun untuk jangka wakru 5 (lima) Tahuo at.au sesuai dengan 

kcburuhan yang tC'rintegrasi dengan Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang 



Daerah, Rencana Pcmbanguan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemcrintah Daerah 

(2) RAO- Kl.A memiliki fokus program iahunan yang mengacu pada tahapan 
pencapalan indikator Kl.A. 

(31 RAD-KLA harus bcrbasis pada pcrmasalahan di lapangan dan penyelesaiannya 
secara menyeluruh. 

(4) RAD-KLA dasosialisasikan kcpada seluruh PD, pemangku kcpenllngan anal(, 
keluarga dan masyarakat Kabupaten Santo Utaro secara umum. 

(5) Ketentuan lebih lanjul mengenai RAD-KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kellina 
Data Anak 

Pasal 14 
Pcmerinta.h Kabupaten berkcwajiban menyediakan data anak lerp1lab Kabupaten 
Barit0 Utara secara konprehensap bcniasarkan usia, gender, wilayah don masalab 
aoak berbasis teknologi informasi sebaga.i bahao penyusunan RAD- KL.A. 

Bagian Keenam 
Forum Partiaipasi Anak 

Pasal 15 
(I) Pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknye forum parusapasi anak 
12} Forum pa.rtisipasi anak scbegaimana dimaksud pada ayal (lJ merupakan 

representasi anak, baik reprcsentasi domasill geografis anak, komponen 
kclompok sosiaJ budaya anak dan lat.er belakeng penclidikan. 

13) OaJam setiap penyusanan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerlntah 
kebupaten harus memperhatiken dan mengakomodas1 pendapac anak yang 
dlsampaikan melaJui forum pa.rtisipasi anak. 

(4) Pcmbencukan forum pard.sipasl a.oak sebagaimana dimakaud pada pada ayat (II 
ditetapkan dengan Kepucusan Bupati. 

(5) Sumber pcmbiayaan untuk pclaksanaan kegial.Dn forum partis1pasi anak dapat 
berasal clari: 
a. iuran dan anggoca forum parosipasi anak; 

b . sumbangan dari masyam.kat/pihak swasta yang bers1fat tidak mengikac; 
c. bantuan dari Pcmcrintah Kabupaten; dan/ ateu 
d . sumber-sumber pembiayaan lainnye scsuai Peraturan Perundang-undangen 

yang berlaku. 

BABVll 
PEIIENtJBAR BAK-BAK ANAK 

Bagian Kesatu 
Hak Sipil dan Kcbebasan 

Pasal 16 
(1) Scoop anal< berhak mendapatkan hek sipil dan kcbebasan berupa: 

a akte kclah1ran, 
b. menyampaikan pendapat sesuai dcngen usia dan tingkat kecerdasannya; 
c. mendapatkan infonnasi yang layak anak, sehat dan aman; 
d kebebasan berkumpul den berorganisast yang seswu deogen mert:ke; 



e. penjagaao nama baik den tidak dieksploitasi kc publik tanpa se1Z1n anak 
tersebut; dan 

f. seliap anak berhak memiliki kartu identiras soak 
(2) Orang Tua dan/atau Kcluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipU dan 

kebebasan anak, sebagai berilrut: 

a . mengurus akte kclah,ran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setclah 
anak dilahirkan; 

b mcmberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisruu serta mendengarkan 
anak untuk mengeluarkan pendapamya; 

c. mengawasi anak dalam mengakscs berbagal mfonnasi, mcnyediakan 
informasi yang sehat dan aman scrta lnfonnasi La.yak Anak (I.LA); dan 

d . melindungi kehidupan pribadj anak dan tidak mengekspos tanpa sei.zin 
anak 

(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menycdiakan fa.sillta.s untuk mcmcnuhl 
hak sipU dan kcbebasan anak sebagai berilna· 
a . menyclenggarakan pelayanan yang cepal dan mudah dalam pembuatan aktc 

kclahiran sccarn gratis; 

b . mellbaUmn mclalui forum anak di tingkat kclurnhan. kccamatan at.au 
kabupaccn dalam musyawaran rencana pembangunan atau forum-forum 
lainnya yang sejen1s; 

c. mcnycdiakan can center anak scbagai sarana komunikasi mtemktif atau 
pengaduan yang berkwtan dcmgan kcpentingan anak; 

d. menyediakan fasilitss lnformasi La.yak Anak {lLA) yang sehat dan aman 
dengan melakukao pengawasan terbadap penyelcngga.ra Jasa internet: dan 

e. mcnyediakan kartu anak. 

BagianKedua 
Pcmcnuhan Hak Lingkungan Kcluarga dan Pengasuban Altematif 

Pasa1 17 
(1) Sctiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan 

pengasuhan allernatif, diantamnya. 
a. mendspat priontas untuk dibesarkan olch orang tuanya sendlri: 
b. lidak dipisahkan dari orangtuanya. kecuali pem,sahan tcrsebut untUk 

ltcpentingan anak; 
c. mendapat pols a.suh yang baik, santun dan penuh kasih saya ng; 
d . mendapatkan pols asuh yang seunbang dari kedua orangtuanya, 
e. mendapatkan dukungan kesejahteraan dari kerabat, komuruLSs masyara.kat, 

dan/ stau Pemerintah Kabupat.en meskipun orang tuanyu tidak mampu; 
r. mendapatkan pengasuhan sltcrnatif atas tanggungan ncgara bila kedus 

orang cuanya mcninggal stau menderita penyskit yang tidak memungkinkan 
unwk mengnsuh anak; dan 

g. mcndapatkan kchannonisan kcluarga. 
(2) Orang Tua dan/atau Kcluarga berkewajiban untuk mcmenuhi hak alas 

lingkungan kcluarga dan pengasuhan altematif berupa; 
a . memberika.n pola asuh, kasih sayang, perhatlan, perliodungan, rasiliLSs, 

menjaga kcharmonisan kcluargs dengun selalu mempertimbangkan yang 
tcrbaik bagi anak sesuai kondisl dan kemampuan orang tua; 



b . mcncegah terjadinya pemikahan pada us1a duu sert.a mcnJaga anak untuk 
tidak: tcrjcbak dalarn pergaulan bcbas, budaya permjsivismc, den tertundar 
dari NAPZA, HJV dan AIDS sect.a terlindung dari pomografi, 

c. mcmbcrikan pendidikan keagamaan den menanamkan rtilai-nilai luhur 
sejak: clini kepada anak; 

d. merobcrikao wawasan kcbangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak: 
dini kcpada anak; dan 

e. memberikan pendidiknn prnnikah bagi anak: yang a.ken menikah 

Bagian Ketiga 
Pcmcnuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kescjahtcraan 

Pasal 18 
(I) Setiap anak bcrhak: mendapatkan hak: kesehat.an dasar dan kesejahtcraan, 

dian t.a.ranya: 

a. tidak: u.ntuk digugurkan kccuall membahayak:an keselamat.an ibu; 
b. gizi yang baik sejak: dalam kandungan; 
C. air &USU ibu sampai US18 duo tahun; 
d ununisasl dasar lcngkap; 
e. pemenksaan kcschatan ballta secara berkala; 
r. lingkungan bebas asap rokok; 
g. kesediaan air bcrsih; 
h. akses jamJ.nan sosial; clan 

I perlindungan dan rcbabwcasi dari NAPZA, HIV dan AIDS. 
(2) Orang Tua dan/atau Kcluarga berkewajiban untuk memenuh1 hak kesehatan 

dasar dan kesejahtcraa.n sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 
(31 Pcrnerintah Kabuparcn bcrkewajiban mcnyediakan fasllitas untuk memenuhj 

hak kcsehatan dasar dan kesejohteruan, anram lam: 
a. pcnycdiaan puskcsmas ramah anak di setiap Keluro.han/Dcsa dan 

Kccama.can, 

b. pcnyc:diaan ruang menyusui di kantor pemcrintah kabupaten at.au dl 
lcmpat-tempaL pelayanan publik; 

c. penyelengaraan da.n fasilitasi sarnna dan prasruuna Posynndu di setiap 
rukun warga; 

d. penycdiaan air bcrs1h; 

e. penataan rua.ng terbuka hijau serta linglrungan yang bersih, schat den 
nyaman; dan 

f fasilitas yang bertujuUIJ menurunkan angka kematian ibu mclahirkan dan 
angka kematian anak serta meningkatkan usia hara.pan hidup, standar gizi 

dan sca.ndar kesehatan. 

Bagian Kecmpal 
Pcmcnuhan Hak Pcndidjkan, Pemanfaatan Wak:tu Luang 

dan Kegiatan Budaya 

Pasal 19 
( l) Setiap anak bcrhak. mendBpatkan hak at.as pendidikan, pemanfaatan waktu 

lua.ng dan kcgmtan budaya, diantaranya: 
a. hak untuk bcrpartisipesi pada pendidikan anak usia d1ni; 

b hak mendapatkan pendidikan scsuai kebijakan wajib bclajar 12 Tahun; 



c . bak mengcrnbangkan bakal, minat dan kemampuan k:reaav1tas; 
d . hak unruk berckrcasi; dan 

e . hak untuk memihk:1 waktu luang untuk beristlrahat clan mcla.lcukan 
berbagai kegiatan seni, buclaya dan olahraga. 

(2) Orang Tua dan/atau Kcluarga berkcwajiban untuk memenuh1 hak penchdl.kan, 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya diantaranya: 
a. mcnjamin kdangsungan penchdikan anak sejak usia dini, 
b. berpemn aktif da.lam men1JUIGeskan wajib be-lajar 12 Tahun dengan 

membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar d i sekolah 
dengan pihak sckolah; 

c. mengarahkan dan memberikan kcsempacan anak untuk mcngcmbangkan 
minal, bakal dan krcativitas; 

d. memberikan waktu luang unruk be-ristirahat, dan melakukan berbagru 
kegiata.n seni, budaya, dan olahraga; dan 

e. meluangkan wakru untuk berekreasi bersama anek-anak sesuai dengan 
kondisi orangtua. 

(3) Pemerintah Kabupaten berkcwajiban mcnyediakan fasi1itas untuk memcnuhi 
hak pendidl.kan, pcmanfaatan wllktu luang dan kcgiatan budaya, bcrupn. 
a. mcnyclcnggare.kan pcndidikan anak usia dini clan program WTIJib belajar 12 

Tahun gratis dengan mcnyediakan pcrangkat yang mendukung lrebijakan 
wajib belajar 12 Tabun tersebut, tcrmasuk menyediakan samna dan 
prasarana pendidikan yang merata, memperbatikan kesejahteraan guru, dan 
pcningkaran kualil.88 kurikuJum, 

b. mcnyelenggarakan Penenmaan Pesena Didik Baru (PPDB) yang bersih dan 
adil ; 

c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkcbutuban khusus; 
d. mcngoptimaJkan penchdl.kan keterarnpilan; 
e. menyediakan taman kota, taman be-nnam, gcdung kesenian, da.n gelanggang 

olahraga sebagai wadab untuk mengasah dan mengembangkan bakat, 
minat, dan krcalivitas anak di bidang seni, bude:ya den olahraga; 

r. menyediakan prasarana pel)alanan aman sepcrti Zona Seismal Sekolah 
(ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) clan Bus Sekolah scna Polisi Sekolah; 

g. mewu.iudkan sekolah ramah anak di scUap LingkaL pendidikan; 
h. memberikan beas1swa bagi s1Swa keluarga Udak marnpui 
i. mcmfasilitasi 8iswa putus sekolah di sekolah terbuka at.a.u pu.sat kegiatan 

belajar masyarakal; 

J. mcmberikan peoghru-ga.an kepacla siswa berprestasi dalam bidang akademik, 
se-ni budaya den olahraga; 

k. mengeluarlcan kcbijakan unruk penyelenggara pendidikan agar Lldak 
mcngeluarkan s1swa dari lembaga pendidikao, dengan melakukan 
pembmaan, kecuali tcrlibat ridak pida.na; clan 

I. menyelenggarakan maisa orientas.i peserta didik yang ed11ka1if da.n tanpa 
kckerasan. 

B~an Kelima 
Pernenuhan Hak Perlindungan Khusus 

PasaJ 20 
(lJ Seliap anak berhak mendapalkan hak perlindungan khusus, clmntaranyo; 



a. anak daJarn siruasi darural k.arcna kehilangan orang tua/ pengasuh/ tempat 
tinggal bcrhak mendapalkan jaminan pemenuhan hale tumbuh kembang; 

b. ASH bc:rbak mendapatkan perllndungan dan akses atas rumbuh 
kcmbangnya secara wajar dan bc:rhak mendapatkan keadi.lan restorative dan 
prioritas diversi; 

c. anak dalrun Stll.UlBi eksploitasi secara ckonomi dan seksual, korban r.indak 
kekerasan dalam keJuarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV 
dan AIDS, korban penculikan, korban perdagnngan nnak, korban 
perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, 
bc:rhak mendapatkan perlmdungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan 
dan n:habilitasi dari Pcmcrintah Kabupaten; 

d. anak yang disebulkan seoogairnana dim.aksud pada ayat (1) hurur a . hurur b 
dan bunif c, bcrbak untuk lidak dicksploit.asi oleh media cctak den 
clektr0nik untuk menJamtn masa depannya; dan 

c. anak dengan kondisi yang disebutkan scbagaimana dimaksud pada ayat (11 
huruf a, huruf b, dan huruf c, bcrhak untuk dilindungi dari stigma, 
pemasungan, pengucilan, dan d.i.skriminasi dari lingku.nga.n masyarakaL 

(2) Setiap Orang Tua clan/ at.au keluarga berkewajiban unruk meaJalankan fungsi 
dan IAllggung J&wabnya sccara opr.imal sebagajmana tcrtuang dalam pasal-pasal 
pemenuhan hak anak agar anak dapat lcrhiadar dari kondisi khusus 
scbagalmana dimaksud pada ayat (l) huruf a samp&.1 dcngan huruf c. 

(3) Pcmerintah Kabupaten bcrkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan 
khusus : 
a . membentuk pusal knsas anak di t.i:ngkat kabupaten; 
b. tugas pokok dan fungai pusat kris1s anak sebagaimana dimaksud pada 

huru.( a ditetapkan oleb Bupati; 

c. menyusun program unruk mencegah agar anak tida.k tcrlibat dalam siLuas1 
eksploilasi secara ekonotru dan scksual, tidak mcnjadi korban Liruiak 
kekera.san dalarn kcluarga, selcolah aLaupun lingkungan, tidak menJadj 
korban NAPZA, HN dan AJDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak 
menjadi korban pe:rdagangan anak, bdak menJadl korban penelantaran; 

d . mcmberikan akse:, layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang 
cacat; dan 

e. menyediakan fasilitas leyanan pengaduan 24 jam, rurnah singgah, panti 
rchabilitasi dan panti asuhan. 

BABV1Il 
PEl'fDANAAN 

Passi 21 
Pcnyelenggara.an KLA pendanaannya bcrsumbcr dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah: dan/ atau 
b. sumbcr lain yang sab scsuai denga.n perawran perundang-undangan yang 

bcrlaku. 

BAB IX 
KEWAJIBAN DAJIJ TAJIGGUNG JAWAB 

Pasal22 
Sctiap orang atau badan usaba yang mclalrukan kegiatan usaha mempunyai 
kewajiban dan tanggungjawab: 



a . menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/ atau layak anak, 
b. menycdiakan sarans prasarana layak anak seperti ruang mcnyesui den poJok 

bennam, 
c. dilanlng mempekeIJakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaaa yang 

terburuk; 
d . mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 

!Corporate Social Responsibilty) untuk mendukung program penyclenggaraan 
KLA; dan 

e. penyelenggaraan iklan ramah anak deogan menggunakan bahan positlf 

BABX 
PER.AN SERTA PERS DAN MEDIA R1'NAB ANAK 

Pasal 23 
Peran serta media massa yaih.L 
a. memperhatikan scna memaluhi norma-nonna yang berlaku di seliap 

masyarakat scsuai Undang-Undang dan kode etikjumaltstik dalam pembcritaan 
yang berkairan dengan enak; 

b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi bcrita di media cetak dan 
clelctronik; dan 

c. menghindan n.i.1.ai-mla.i SARA dalam penyiaran, penampilan den penayangan 
berlta dalaJn kondisi kehidupan anak dalam masyarakaL 

Pasal 24 
Peron serta Lcmbaga K.eagamaan, Le:mbaga Swadaya Masyarakal dan Lcmbaga 
lainnya: 
a . lurut mcngawasl dan bcrpcmn serta sccara aktif etas terselengwiranya KL.A, 

den 
b. mensosia11sasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak. 

BABXI 
SAlfKSI ADlllllllSTRATIF 

Pasal 25 
Pclanggaran terhadap ketcntuan Pasal 22 den Pasal 23 Peraturan Daerah ini, 
dikenakan sanksi administratif berupa. 
a . peringatan t.ertUlis; 
b. denda adm1mstratif; 
c. penghentsan sementara kcgiat.an; dan/ atau 
d . pcncabut.an izln usaha. 

Pasal 26 
Sctiap orang yang melanggar ketcntuan bates waktu pcmbuatan ak.ta kclahiran 
sebagaimana dimaksud da1am pasaJ 16 ayal (2J huruf a, dil<t"flakao sanksi 
admin1su-atif sesuai dengan ketentuan Pcraturan Pcn.mdang-undangao di bidang 
administrasi kcpcndudukan. 

Pasal 27 
( l J Sctiap orang atau baden yang mclangga.r pa.sal 22 dan pasal 23 d1kcnak.an 

sanksi administralif 



(2} Sanksi administratiJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrupa peringatan 
tcrrulis seba.gaimana dimak:sud dalam pasal 25 huruf a, dilalru.knn scbanyak 3 
/tiga) kali dengan tcnggang waktu mosing-masing peringotan t.ertulis paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja. 

(3) Peringatan Lcrtulis pertama dibcrikan jika setiap badan usaha bdak scgera 
melakulcan upaya perba.tkan. 

(4) Peringatan tertulis kedua djberikan Jika setiap badan usaha lidak melakuknn 
upayo perbaikan hingga bat.as woktu yang diteLDpkan dalrun peringaUlll tcrtulis 
perts.ma. 

(5) Peringatan tcrtul1s ketiga d.Jbcrikan ji.ka setiap badan usaha lidn.k melakukan 
upaya perhaikan hingga betas waktu yang ditetapkan dalam peringacao Lcrtul1s 
kedua. 

Pasal28 
Ill Sanksi administratif bcrupa denda administratiJ sebagaunana dimaksud dalam 

pasal 25 huruf b, dilskukan apablla setelah dibcrlkan &anksi adnunistratiJ 
peringatao tenulis ketiga, setiap bad.an usaha tidn.k mcmaruru kctcnruan 
sebagaimana climaksud dalam pasal 27 ayat (5). 

(2) Denda administral.J.f s,,bagaimana dimak.sud daJam ayat ( I) , paling banyak 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh JU ta rupiah) dan disctorkan kc Kas Oaerah 

Pasal 29 
Sctiap baden usaha yang tidak membayar dcnda administratif sebagaimana daloro 
pasal 28 ayac (2), dikenakan sanksr administratif berupa penghcntian sementara 
kegiatao sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c . 

.Pasal 30 
Sanksi adrninislratiJ bcrupa pencabutan 1zin usaha sebagairoan dimaksud dalam 
pasa.l 25 huruf d, cllla.kukan apabila setelah dibcrikan sanksi adm1nistratif 
penghentian semenuu-a, seli.ap badan usa.ha tidak memaruhi ketentuan 
sebagaimana diroaksud dalam pasal 29. 

Pasal 31 
Sanksi administratiJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidn.k mcmbcbaskan 
pcnanggungjawab usaha/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan clan pidana. 

BABXD 
KETEJITUAB PIDARA 

Pasal 32 
Setiap orang atau badan yang mele.nggar bak-hak anak sebagai.ma.na dlatur dalam 
pasal 16 ayat (1) huruf c, diancam pidano sebagaimana dfarur dalam Undang­
Undang Lentang Jniormasi clan Transaksi Elektronik. 

PasaJ 33 
Sctiap orang ata.u badan yang mclanggar hak-hak a.nak sebagaimana dlatur dalam 
pasal 16 ayat (11 huruf d, cliancam pidana sebngaimana diatur dalam Undang­
Undang tcntang Sistem Pcraddan Pidana Anak. 



Pasal34 
Setiap orang atau baden yang melanggar hak-hak anak deism pssal pssal 16 ayar 
(I) huruf e, pasal 20 ayat (l) hunu d, clan pasal 23 huruf b, diancam p1dana 
sebagaimana diatl.lT dalam l(jcab Undang- Undang Hukum Pidana. 

Pasal 35 
Setiap orang alau badan yang melanggar bak•hak anak delam pssal 17 ayat (1) 
huruf b, dianaun pidona i,,.ebagmrnana dianrr dalam J{jtab Undang- Undang Hukum 

Pidana. 

Pasa.136 
Setiap orang acau badan yang melanggar hak-hak anak sebageimana diatur dalam 
pasal 17 ayal (I) huruf f, diancsm pidana sebegaimana diatur dalam Undang­
Undang tcntang Perlindungan Anak. 

Pasal 37 
Setiap orang atau badan yang mclanggar bak-bak anak scbagaimana diarur deism 
pasa.1 18 ayaL (1) huruf a, diancam p1dana sebagaimana diarur dalam Undang­
Undang tentang Kesehatnn. 

Pruml 38 
Setiap orang atau baden yang melanggar bak-hak anak sebagaimana diarur dalam 
pasal 18 ayat (l) huruf c, diancam pidana scbagaimana diatur dwam Undang­

Undang t.entang Kesehatal'l. 

Pesa.I 39 
Setiap orang atau badan yang mclanggar hak-hak anak sebage1maoa diarur dalam 
paw 18 ayat (1) huruf i, pesal 20 ayat (J) huruf e, hunu b, den huruf c diancam 
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentaog Perlindungan Anak. 

Pasal40 
Setiap orang atau badan yang melanggar bak-hak anak sebagaimana diarur dalam 
pasal 20 ayat (I) hunu e, dianca.m pidana sebagaimana di.slur daJam Undaog­
Undang lenlAng Perlindungan Anak. 

Pasal 41 
Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak dalam pasal 22 hunu c 
diancam pidana !t"bagarmane diotur dalam Undang-Undang tcntang 

Ketcoagaker.Ja.an. 

BABXID 
KBTENTUAJI PERALIBAII 

Pasal 42 
(1) Tim kerja pcrlindungan anak dan Tim Gugus Togas KLA yang tclah dibenruk 

sebelum ditctapkannya Pcraturan Dacrah ini \clap mcnjalankan lugasnya 
sampai dengan ditetapkannya Tim kerja pcrllndungan anak dnn Tim Ougus 
Tugas Kl.A berdasarkao Peraturan Daerah ini. 

(2) Pemcnuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pesaJ 22 ditclapkan paling 
lama L (satu) Tahun seLC!a.b Peraturan Derah ini ditetapkan. 



BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 
Peraturan pc)aksanaan Penuuran Daerab ini dltctapkan paling lama I (saruJ Tahun 
tcrh1tung !ICJak Peraturan Dacrah ini diundangkan. 

Pasal 44 
Peraturnn Daerah ini mulai berlnku pada tanggal diundan~kan 
Agar sctiap orang mc:ngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Peraturnn 
Duerah ini dcnltJln pcncmpatannya deism Lcmbara.o Ko.huputcn Burilo Utaro. 

Diundan~kan d1 Muara Tcwch 
pada tanggal 18 f,\,r--•~·, 2020 

SEKRETARIS DAER.AH 
KABUPATeN BARJTO UT.ARA, 

- --
Allf,tL ABJDIN 

,~--c.-~•i''i' 

Ditet.apkan d1 Mu.am Tewch 
pada ranggal 19 t •\.r .. .,,.; 2020 

,-;,- BUPATI BARITO UTA.RA, 

1~( ·~{t-
t~ 'I ..NADALSYAH , , 

'1.1::rl!llillAAAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTAltA TAHUN 2020 NOMOR .~ 

NOR.EG PERATURAN OA.ERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINS! 
KALIMANTAN TENO AH; o'l., o i; / 'J-o ,,_ o 

<i.t 111 ll ~, 11 IJ " n Asllnya 
KErl\· IIUICUM. 

NO 
, 01! 



I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA 
NOMOR ~ TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYELENGOARAAN KABUPATEN LAYA.K ANAK 

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Toban Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kit.a jaga k.arena dalam dirinya melckat harkat, m.artDbal, 
clan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tmggi. 

Hak asasi aoak merupakan bagian dari hak asasi manus1a yang termuat 
daJam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvcnsi Perserilauan Bangsa Bangsa 
LCntang Hale-Hale Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemcgara, anak 
adalah masa depan bangsa dan gcnerasi penerus cita-cita bangsa, sehmgga 
seuap a.oak berbak at.as kelangsungan hjdup, tumbuh clan berkembang, 
berpartislpasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekcrasan dan 
disknmlnas1 serta hale s1pil dan kebebasan. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asas1 ManuSta teJah 
mencanrumkao LCntang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab 
orang rua, keluarga, masya.rakat dan Pemerintah Kabupaten, namun untuk 
meroberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan Peraturan Daerah 
yang mengatur perlindungan anak sebaga1 landasan yundis ~ pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab tcrsebuL Dengan dcm.ilcian, pembentukan 
Peraturan Daerah lni didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan 
anak daJam segala a11peknya merupakan bagian dari kegiataJl pembangunan 
nasional, khususnya dalam memajukan kehldupan berbangsa dan bemegara 

Orang lua, kcluarga, dan masyarakat bertanggung J&wab unlul< menjaga 
dan memelihara hak asasi terscbut scsuai dengan kewajiban yang rubcbankan 
oleh hukum. Demilcia.n pula daJam rangka menyelenggarakan perlindungan 
anak, Pemerint.ah Kabupaten bertanggung jawab menycdiakan rasmtaa dan 
aksebilitas bagi anak, terutama deism menJamm percumbuhan dan 
perkembangan secara optimal cl.an LCrarah. 

Peraturan daerah ini mcncgaskan bahwa pcrtanggungjawaban orang tua, 
keluarga, masyarakat, Pcmerintah Kabupaten mcrupaka.n rangkai.an kcgiatan 
yang dilaksanakan secara tcrus-mencrus demi lCrhndungmya hak-hak anak 
Rangkaian kegiatan lersebut banJs berkelanjutan dan lerarah guns menjamin 
pertumbuhan dan perkcmbangan anak, ba1k lisik, ment.al, apritual maupun 
sosia.1 'l'indakan mi d1makst1dkan untuk mcwujudkan kehidupan tCTbaik bag, 
anak yang cliharapkan sebagai penerus bangsa yang potensiaJ, tangguh, 
memillki nasionalisme yang rujiwai olch akhlak mulia dan nilai Pancasila, scrta 
berkemauan kcras rnenjaga kcsatuan dan persaruan bangsa dan ncgara. 

II. PENJELASAN PASAL DEMJ PASAL 
Pasal l 

Cukup jelas. 
Pasal2 

Culrup jelas. 



Pasal 3 
Ayat (1) 

CukupJelruJ 
Ayat (2) 

PasaJ 4 

Huru(a 
Cukup jelas. 

Huru(b 
Cukup Jelas. 

Hurufc 
Cukup JClas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Hurufe 
Culcup JClas. 

Huruf f 
Dukungan sarana dan prasaran misalnya i;ekolah, lapangan 
bennain, lapangan olahraga, n1mab ibadah, ba.lai keschatan, 
gcdung kesenian, tcmpat rekrc:asi, ruang me nvusu1, ternpat 
pcnitipan anak 

Cukup jeles. 
Pasal 5 

Hurufa 
Cukup Jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

IIuruf c 
Keschetan dan kesejahteraan dasac beris1 berbagw ketentunn yang 
pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk mempcroleh 
standar kehidupan yang layak agar mercka bisa bn'kembang, 11sik, 
ment.aJ spriu.tal , moral maupun sostal denga.n bwk, termasuk hak 
anak untuk memperoleh pelayanan kesebatan serta Jrurunan 
sosiaL 

Hurufd 
Hak pcndidikan tenna.suk latiha.n da.n bimbmga.n kcjuruan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Pesa.I 6 

Cukup Jelas. 
Pasal 7 

Cukup Jelas. 
Pesa.I 8 

Cukup jclas. 
Pasal 9 

Cukup Jcles. 
PasaJ 10 

Cukup Jelas. 
Pesa.I 11 

Cukup jclas. 



Pasal 12 
CukupJelas 

Posal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup Jelas. 

Pasal 15 
Aynl (I) 

Cukup jclas. 
Ayat (2) 

Bentuk kegiatan Forum Parbsipasi Anak dapat bcrupa capasrty 
building kclompok be.lajar dan pelat.ihan daur ulang. 

Ayst (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jclas. 
Pasa116 

Cukup Jclas. 
Pasal 17 

Cukup jclas. 
Pasal 18 

Cukup Jelas. 
Paeal 19 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Cukup;elas. 
Hurufc 

Cukup JClas. 
Hurufd 

Cukupjelas 
Hurufe 

Culrup jclas. 
Huruff 

Cukup jc:las. 
Hurufg 

Cukup jclas. 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan Keluarga cidak mampu adalah suatu 
kondisi d.imana fr.sik keluarga/ ma.syara.kat yang tidak 
mcmiliki akscs kesa.rana dan prasarana dasar lingkungannya 
yang mc:madai, dc:ngan kualitas perumahan dan pcmukiman 



Pasa.120 

yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata 
pcncaharian tcrtcntu. 

Hurufi 
Cuk:up jelas. 

Hurufj 
Cukup jelas. 

Hurufk 
Cukup jelas. 

Hurufl 
Cuk:up JC1a.s. 

Cukup jelas. 
Passi 21 

Cuk:up jelas. 
Pa.sat 22 

Hurufa 
Ramah adalab kondisi non fis1k suatu wilayah yang di dalamnya 
terclapal nilai budaya, etikn, sikap dan perilaku masyare.knL yang 
secara sadar dipraktikan er.au digunakan clan dikembangkan 
sedemlkian rupa sehingga memenuhi hak anak. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Pekcrjaan- pekerjaan yang tcrburuk melipud: 
a . sega1a pekerjaan dalaJn bentuk perbudakan atau sejemsnya, 
b . segala pekerjaan yang mcmaorastkan, menycdiakan, aLSu 

menawarkan anak untuk pelacuran, produkai pomografi, 
pern.tn]Ukan porno. atau pcrJudian; 

c. acgaJs pekerjasn yang memanras1kan, menyed!akan, atau 
mellbatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman 
keras, narkotika, psikotrofika, clan zat adiktif'lwnnya; dan/at:au 

d . semus pekerjaan yang mebahayakan kesehatan, keselamatan, 
at.au moral anak. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Hurufe 
Cukupjelas 

Pasal23 
Cukupjelas 

Po.sal 2~ 
Cukup jclas. 

Pasal25 
Cukupjclas 

Pasa.126 
Cukup jclas. 

Pasa.127 
Cukupjclas 

Pasal 28 
Cuk:up jelas. 



PasaJ 29 
Cukup JClas. 

Pasa.J 30 
Cukup jela&. 

Pasal 31 
Cukup jclas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasa133 
Cukup JClas. 

Pasal 34 
Cukup JC!as. 

Pasal35 
Cukup jelas. 

PasaJ36 
Cukupjdas. 

Pasal 37 
Cukupjelas 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

PasaJ 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal42 
Cukupjelas 

Pasal 43 
Cukupjelas 

Pasal 44 
Cukup jclas 

'l'AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARlTO UTARA NOMOR .. 1 ... 




